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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan tersebut di atas, serta dengan 

memperhatikan bahwa saat ini kasus mantan Direktur Utama PT Pelabuhan 

Indonesia II (Persero), Richard Joost Lino tersebut masih dalam proses litigasi dan 

belum mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht 

van gewijsde), maka untuk kepentingan akademisi serta dengan tidak bermaksud 

mendahului proses litigasi terhadap kasus dimaksud, penulis membuat beberapa 

kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Dalam kasus ini berdasarkan analisis yang telah penulis jelaskan pada bab 

sebelumnya, maka perbuatan hukum mantan Direktur Utama PT 

Pelabuhan Indonesia II (Persero), Richard Joost Lino terkait tindakannya 

menunjuk langsung Huang Dong Heavy Machinery (HDHM) dari China 

sebagai penyedia Quay Container Crane (QCC) tidak bertentangan dengan 

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dan telah mengambil tindakan untuk mencegah 

timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, 

kerugian yang terjadi di Pelabuhan Indonesia II (Persero) bukanlah atas 

kesalahan mantan Direktur Utama Pelabuhan Indonesia II (Persero), 

Richard Joost Lino, melainkan risiko bisnis. Dengan demikian, tidak 

terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kesalahan 
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pengelolaan BUMN dan tindakan Richard Joost Lino telah sesuai dengan 

doktrin fiduciary duty dan business judgement rule. 

 

B. SARAN 

1. Agar kedepannya tidak memakan korban (direksi BUMN), sudah 

waktunya Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 

Perbendaharaan Negara, dan penjelasan dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi ditinjau kembali. 

2. Penyidik (pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan) harus dapat membedakan tindakan yang 

termasuk risiko bisnis dengan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak 

pidana korupsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


